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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 432/Pdt.P/2020/PA.Pbm

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Prabumulih  yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada tingkat  pertama,  dalam persidangan hakim telah  menjatuhkan

penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh: 

Arie  Waluyo  bin  Sugeng  Waluyo,  Malang,  07-03-1977,  agama  Islam,

pendidikan SLTA,  pekerjaan Buruh  Harian  Lepas, bertempat

tinggal  di  Jalan  Mangga  Baru,  RT.  013 RW.  006  Kelurahan

Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Ria Natalia binti Syarudin, Prabumulih, 25-12-1988, agama Islam, Pendidikan

SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Jalan Mangga Baru, RT. 013 RW. 006 Kelurahan Mangga Besar,

Kecamatan  Prabumulih  Utara,  Kota  Prabumulih,  selanjutnya

disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II  dan saksi-saksi di

persidangan; 

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dengan  surat

permohonannya  tertanggal  23  November  2020  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan Pengadilan Agama  Prabumulih  dengan register  perkara nomor

432/Pdt.P/2020/PA.Pbm  telah  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  dengan

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1.  Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di

laksanakan menurut syari’at Islam, di Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan

Prabumulih Utara, Kota Prabumulih. pada hari Selasa tanggal 14 Februari

2017, wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Syarudin bin

Rasyid, dengan mas kawin berupa uang emas ½ Suku, dan di saksikan dua

orang  saksi  masing-masing  1.  Usman Umar  bin  Umar  Hasan,   2.  Ujang

Matsri. 

2.  Bahwa  wali  dan  kedua  orang  saksi  pada  pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3.  Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali nikah

Syarudin bin Rasyid dilakukan langsung oleh Pemohon I;

4. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak

dalam pinangan orang lain;

5.  Bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  merupakan pernikahan

pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I berstatus Duda

dan Pemohon II berstatus Janda;

6.  Bahwa antara Pemohon  I  dan Pemohon  II  tidak memiliki hubungan

kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan  sesusuan yang dapat

menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon

II;

7.  Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi

umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

8.  Bahwa pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II  dilaksanakan atas dasar

persetujuan Pemohon  I  dan  Pemohon  II,  tanpa  paksaan  dari  pihak

manapun;

9.  Bahwa  Pemohon  I  dan Pemohon  II  sebelum melaksanakan  akad  nikah

belum melengkapi administrasi pernikahan; 

10.  Bahwa,  selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I  dengan

Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I

dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan

hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;
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11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat

tinggal di Jalan Mangga Baru RT. 013, RW. 006, Kelurahan Mangga Besar,

Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih.

12.  Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri,  dan telah dikaruniai 1 (

Satu ) orang anak, bernama 

12.1. Lintang Arya Safira binti Arie Waluyo, umur 2 tahun

Dimana anak-anak tersebut bersama Pemohon I dan Pemohon II;

13.  Bahwa,  oleh karena pernikahan Pemohon  I  dengan Pemohon  II,  tidak

mempunyai kutipan akta nikah,  sedangkan akta nikah tersebut saat ini

sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II  sebagai  bukti otentik

atas  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  memenuhi hak-hak

identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai

akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon

penetapan pengesahan nikah  (Itsbat  Nikah)  dari Pengadilan  Agama

Prabumulih yang  menyatakan bahwa pernikahan Pemohon  I  dengan

Pemohon II yang terjadi pada hari  Selasa tanggal 14 Februari 2017 yang

dilaksanakan di   Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara,

Kota Prabumulih  adalah sah berdasarkan hukum;

14. Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan

Agama  Prabumulih Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa dan mengadili

perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Bahwa,  Selanjutnya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mohon  kepada

Pengadilan  Agama  Prabumulih Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai

berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara Arie  Waluyo  bin  Sugeng  Waluyo

dengan Ria  Natalia  binti  Syarudin yang  dilaksanakan  pada  hari  hari

Selasa tanggal 14  Februari  2017 yang  dilaksanakan  di   Kelurahan

Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;
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Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari  persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon

telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan

dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon

II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa  selanjutnya  atas  pertanyaan  Hakim,  maka  Pemohon  I

menyatakan  bahwa  Pemohon  I  saat  menikah  dengan  Pemohon  II  pada

tanggal 24 November 2012, Pemohon I belum bercerai di Pengadilan Agama

dengan istri  terdahulu Pemohon I sampai dengan saat ini,  dan Pemohon II

juga menyatakan bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I pada

tanggal 24 November 2012, Pemohon II belum bercerai di Pengadilan Agama

dengan suami terdahulu Pemohon II sampai dengan saat ini;

Menimbang,  bahwa untuk mempersingkat  uraian penetapan ini,  maka

ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan

Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan

permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2)

Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7

Ayat  (2)  Kompilasi  Hukum Islam,  maka Pengadilan  Agama secara  absolut

dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam

pelayanan  terpadu,  maka  berdasarkan  Pasal  11  angka  5,  Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar'iyah

dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran,

maka perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  nomor  1  permohonan

Pemohon I  dan Pemohon II,  Majelis Hakim menilai  bahwa dari  pengakuan
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Pemohon I dan Pemohon II, maka pada saat pernikahan antara Pemohon I

dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2017, status

Pemohon I adalah masih suami sah dari wanita lain dan belum bercerai di

Pengadilan  Agama  sampai  dengan  saat  ini.   Oleh  karena  itu  untuk

menghindari  adanya  penyelundupan  hukum  berdasarkan

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II  Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 143, permohonan para Pemohon

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard);

Menimbang,  bahwa perkara  ini  termasuk  dalam bidang  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1989

yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1989 serta segala

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang

bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan  Permohonan  Para  Pemohon  tidak  dapat  diterima  (Niet

Onvantkelijk Verklaard);

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah). 

Demikian  penetapan  ini  ditetapkan  pada  hari  Kamis  tanggal  17

Desember 2020 Masehi  bertepatan dengan tanggal  2  Jumadil  Awal  1442

Hijriah  oleh  Chusnul Chasanah, S.H.I sebagai  Hakim Tunggal, Penetapan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

oleh  Pera  Yuniati,  S.H,  sebagai  Panitera  Pengganti  dan  dihadiri  oleh

Pemohon I dan Pemohon II;
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Hakim,

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

            Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 200.000,00

-  PNBP : Rp 10.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00  

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).
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